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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR  6  TAHUN 2020   

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 7 
TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  HULU SUNGAI SELATAN,  

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan memberikan 

kepastian terselenggaranya pelayanan yang cepat dan dapat 
memberikan manfaat secara lebih maksimal khususnya 

terhadap pemberian bantuan terhadap korban bencana 
alam, maka perlu dilakukan perubahan ketentuan yang 

mengatur tentang transaksi non tunai; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu dilakukan perubahan terhadap 
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 
Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan; 

Meningat : 1. Undang-Undang  Nomor   27  Tahun  1959   tentang  

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587)    sebagaimana    telah   
diubah   beberapa kali,  terakhir dengan Undang-Undang 
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Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8  Tahun  2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  9. Peraturan  Menteri  Dalam Negeri   Nomor   13    Tahun   2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara  Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

  11. Peraturan  Daerah  Kabupaten   Hulu Sungai Selatan Nomor 
5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5); 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12); 

    

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2018 

TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI 

SELATAN. 
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Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 
Nomor 8) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 4 

(1) Bendahara Pengeluaran dan atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat 
Daerah melakukan pembayaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa 

yang dilaksanakan oleh penyedia, wajib melaksanakan transaksi non tunai. 

(2) Bendahara Pengeluaran dan atau Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan 

pembayaran untuk belanja barang dan jasa dan pembayaran belanja modal per 
kegiatan/transaksi wajib melaksanakan transaksi non tunai ke rekening 

penyedia barang/jasa dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000,00 
(lima belas juta rupiah). 

(3) Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan 

pembayaran  untuk seluruh belanja bantuan sosial, belanja hibah, pembayaran 
pengeluaran pembiayaan wajib melaksanakan transaksi non tunai. 

(4) Belanja honor/insentif yang bersifat tetap dan rutin dengan nilai lebih dari 
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dilaksanakan dengan transaksi non tunai.  

(5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah, bahan bakar 
minyak, honorarium kegiatan, honorarium tenaga teknis, makan minum harian 
pegawai, belanja bantuan sosial lanjut usia, bantuan sosial bencana alam, 

bantuan sosial veteran/janda veteran dan belanja bantuan sosial program beras 
sejahtera daerah dapat dikecualikan dari kewajiban menggunakan transaksi non 

tunai. 
 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
 

Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 23 Maret 2020 

           BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 

             TTD 

     ACHMAD FIKRY 

Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal 23 Maret 2020 

             SEKRETASIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,  

 
 

                           TTD 
              MUHAMMAD NOOR 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 06 


